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 ABSTRAK  
Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Desa Mekar Sari, di 

mana praktik menikahkan anak di bawah umur masih sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah 

rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, 

termasuk kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Banyak orang tua belum 

memahami aturan hukum tersebut, sehingga ketika pengajuan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan 

Agama (KUA), masih ada kasus perkawinan anak yang tidak mendapat larangan tegas. Selain itu, masih 

minim pemahaman mengenai mekanisme dispensasi kawin yang seharusnya menjadi langkah terakhir 

dengan pertimbangan khusus, bukan sebagai jalan pintas untuk melegalkan perkawinan anak. Sosialisasi 

yang dilakukan di Desa Mekar Sari bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum orang tua mengenai 

pentingnya perlindungan anak dari praktik perkawinan usia dini. Penekanan diberikan pada dampak 

buruk yang ditimbulkan, antara lain meningkatnya risiko stunting akibat kehamilan dini, tingginya angka 

perceraian karena ketidakmatangan emosional, serta tingginya kasus putus sekolah yang berimplikasi 

pada masa depan anak dan kualitas sumber daya manusia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya 

peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua, meskipun masih 

diperlukan upaya lanjutan berupa pengawasan ketat dan sinergi antara orang tua, aparat desa, KUA, serta 

tokoh masyarakat. Dengan demikian, peran strategis orang tua menjadi kunci utama dalam mencegah 

perkawinan anak serta memastikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak berjalan efektif 

di tingkat desa. 

 

 ABSTRACT  
Child marriage remains a serious problem in various regions, including Mekar Sari Village, where 

the practice of marrying off underage children is still common. One cause is the community's lack of 

knowledge regarding Child Protection Law No. 35 of 2014, including the obligations of parents to 

prevent child marriage. Many parents do not understand these legal provisions, so when marriage 

applications are submitted to the Religious Affairs Office (KUA), there are still cases of child marriage 

that are not explicitly prohibited. Furthermore, there is still minimal understanding of the marriage 

dispensation mechanism, which should be a last resort with special considerations, not a shortcut to 

legalizing child marriage. The outreach program conducted in Mekar Sari Village aims to increase 

legal awareness among parents regarding the importance of protecting children from early marriage 

practices. Emphasis is placed on the negative impacts, including the increased risk of stunting due to 

early pregnancy, the high divorce rate due to emotional immaturity, and the high number of school 

dropouts that have implications for children's future and the quality of human resources. The results 

of the activities indicate an increase in community understanding of children's rights and parental 

obligations, although further efforts are needed, including strict supervision and synergy between 

parents, village officials, the Religious Affairs Office (KUA), and community leaders. Therefore, the 

strategic role of parents is key to preventing child marriage and ensuring the effective implementation 

of the Child Protection Law at the village level. 
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PENDAHULUAN 

Perkawinan anak merupakan salah satu persoalan sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, 

termasuk di wilayah pedesaan. Meskipun telah ada regulasi yang jelas melalui Undang-Undang 

Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, fenomena ini masih sulit diberantas karena faktor budaya, 

ekonomi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku. Perkawinan anak 

tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga membawa dampak buruk terhadap kesehatan, 

pendidikan, serta masa depan anak yang seharusnya masih berada pada fase tumbuh dan berkembang. 

Di Desa Mekar Sari, praktik perkawinan anak masih cukup tinggi. Banyak masyarakat yang 

belum mengetahui secara utuh ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk 

kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini. Lemahnya pemahaman 

tersebut diperparah dengan masih adanya kelonggaran di Kantor Urusan Agama (KUA), di mana 

perkawinan anak terkadang tetap diproses tanpa larangan tegas. Selain itu, mekanisme dispensasi kawin 

yang seharusnya digunakan secara hati-hati seringkali disalahpahami sebagai jalan pintas untuk 

melegalkan perkawinan anak, bukan sebagai pengecualian yang dilandasi pertimbangan kepentingan 

terbaik bagi anak. 

Perkawinan anak membawa dampak yang serius, salah satunya adalah tingginya risiko 

stunting. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan semata, tetapi juga oleh ketidaksiapan 

mental dan ekonomi pasangan yang menikah di usia dini. Anak yang belum matang secara emosional 

cenderung tidak siap menjadi orang tua, sehingga pola asuh dan pemenuhan gizi anak menjadi 

terabaikan. Selain itu, keterbatasan ekonomi pasangan muda sering mengakibatkan minimnya akses 

terhadap gizi seimbang, layanan kesehatan, serta pendidikan bagi anak. Dampak buruk lainnya adalah 

meningkatnya angka perceraian karena ketidakmatangan emosional pasangan, serta tingginya kasus 

putus sekolah yang berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Dalam konteks ini, pemahaman peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua memiliki 

kedudukan strategis untuk memberikan perlindungan, arahan, dan bimbingan kepada anak-anak 

mereka yang masih labil dalam mengambil keputusan. Anak di bawah umur belum memiliki 

kematangan psikologis untuk menghadapi kehidupan rumah tangga, sehingga orang tua dituntut 

memahami risiko perkawinan dini dan mampu mengarahkan anak agar terhindar dari praktik yang 

berbahaya bagi masa depan mereka. 

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 di Desa Mekar Sari 

menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya orang tua, 

mengenai peran strategis mereka dalam mencegah perkawinan anak. Dengan meningkatnya 

pemahaman tersebut, diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif untuk melindungi anak dari praktik 

yang berpotensi merugikan masa depan mereka, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan 

sumber daya manusia yang lebih berkualitas di tingkat desa. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekar Sari dengan menggunakan metode sosialisasi. Bentuk 

sosialisasi yang diterapkan adalah ceramah dengan menyampaikan materi terkait Undang-Undang 

Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, khususnya mengenai kewajiban orang tua dalam mencegah 

perkawinan anak dan batas usia minimal perkawinan. 

Penyampaian materi dilakukan dengan bantuan media PowerPoint agar lebih mudah dipahami 

oleh peserta. Dalam kegiatan ini, pemateri menjelaskan secara runtut mulai dari ketentuan hukum, 

dampak perkawinan anak (stunting, perceraian, putus sekolah), hingga peran strategis orang tua dalam 

memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak mereka. 

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya 

jawab. Melalui diskusi ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berbagi 

pengalaman, serta mendiskusikan solusi yang relevan dengan kondisi sosial di Desa Mekar Sari. 

Dengan kombinasi metode ceramah dan diskusi, sosialisasi diharapkan tidak hanya menambah 
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wawasan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya mencegah 

perkawinan anak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Selain tingginya angka praktik perkawinan anak, hasil observasi dan wawancara di Desa Mekar 

Sari juga menunjukkan bahwa perkawinan usia dini membawa berbagai dampak negatif terhadap 

kehidupan anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun sosial. 

Pertama, dari aspek kesehatan, perkawinan anak berpotensi besar menimbulkan kasus stunting 

pada generasi berikutnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi anak yang menikah di usia dini belum siap 

secara mental maupun ekonomi untuk menjalani peran sebagai orang tua. Ketidaksiapan emosional 

berdampak pada pola pengasuhan yang kurang tepat, sementara keterbatasan ekonomi menyebabkan 

kesulitan dalam pemenuhan gizi yang seimbang. Kedua faktor ini menjadi pemicu utama lahirnya anak 

dengan kondisi gizi buruk yang berujung pada stunting. 

Kedua, dari aspek sosial, perkawinan anak meningkatkan risiko perceraian. Pasangan yang 

menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi dinamika 

rumah tangga. Perselisihan kecil sering berujung pada konflik besar yang tidak mampu diselesaikan 

dengan dewasa, sehingga berakhir dengan perceraian. Kondisi ini tidak hanya merugikan pasangan, 

tetapi juga memberikan trauma psikologis bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 

Ketiga, dari aspek pendidikan, perkawinan anak menyebabkan banyak kasus putus sekolah. 

Anak yang menikah di usia dini biasanya harus menghentikan pendidikan karena tuntutan rumah tangga 

dan peran sebagai orang tua. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa 

Mekar Sari, yang pada gilirannya berdampak pada sulitnya keluar dari lingkaran kemiskinan. 

Temuan ini mempertegas bahwa perkawinan anak bukanlah solusi, melainkan permasalahan 

baru yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menekan angka perkawinan anak 

melalui peningkatan pemahaman orang tua, sosialisasi intensif Undang-Undang Perlindungan Anak 

No. 35 Tahun 2014, serta penguatan peran KUA dalam memberikan edukasi hukum terkait batas usia 

perkawinan. 

Berdasarkan temuan di lapangan, strategi pencegahan perkawinan anak di Desa Mekar Sari 

harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya orang tua, lembaga 

keagamaan, dan aparat desa. Peran orang tua menjadi faktor paling strategis dalam upaya pencegahan 

ini, karena merekalah yang memiliki tanggung jawab utama terhadap tumbuh kembang anak. 

Pemahaman orang tua tentang risiko perkawinan usia dini sangat penting, mengingat anak di bawah 

umur masih labil, belum matang secara emosional, dan membutuhkan arahan serta bimbingan untuk 

mengambil keputusan yang tepat. 

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 terbukti menjadi salah satu 

langkah yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, 

orang tua dapat memahami bahwa perkawinan anak melanggar hak anak untuk mendapatkan 

perlindungan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang layak. Selain itu, mereka juga perlu diberi 

pemahaman bahwa dispensasi kawin seharusnya bukan jalan pintas, melainkan pilihan terakhir dengan 

pertimbangan khusus yang benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak. 

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) juga sangat penting dalam strategi pencegahan. KUA 

tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan 

sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai aturan batas usia perkawinan serta risiko perkawinan 

dini. Edukasi dari KUA harus dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat memahami bahwa 

perkawinan anak bukanlah pilihan yang dapat ditoleransi. 

Selain itu, aparat desa dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam memberikan 

pengawasan dan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang rawan melakukan perkawinan anak. 
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Pendekatan berbasis komunitas dapat memperkuat kesadaran kolektif bahwa pencegahan perkawinan 

anak merupakan tanggung jawab bersama. 

Dengan adanya sinergi antara orang tua, KUA, dan aparat desa, strategi pencegahan 

perkawinan anak di Desa Mekar Sari dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, keterlibatan semua 

pihak diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak dan mencegah dampak buruk yang 

ditimbulkannya, sehingga anak-anak di Desa Mekar Sari dapat tumbuh dan berkembang dengan 

optimal. 
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Gambar 2 Ceramah memberikan materi serta diskusi 
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Gambar 3 Dokumentasi Bersama peserta yang hadir dalam sosialisasi 
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Gambar 4  Moderator membuka sosialisasi 
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Gambar 5 Kegiatan sosialisasi 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan 

anak masih banyak terjadi di Desa Mekar Sari. Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai pentingnya peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak serta minimnya 

edukasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) terkait batas usia perkawinan sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. 

Perkawinan anak membawa dampak negatif yang kompleks, di antaranya risiko stunting akibat 

ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan muda, meningkatnya angka perceraian karena 

ketidakmatangan emosional, serta tingginya angka putus sekolah yang berdampak pada rendahnya 

kualitas sumber daya manusia. Temuan ini mempertegas bahwa peran orang tua sangat strategis dalam 

mencegah perkawinan anak, karena anak di bawah umur masih labil dan membutuhkan bimbingan serta 

arahan. 
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Strategi pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kesadaran hukum orang 

tua, sosialisasi intensif mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, penguatan peran KUA dalam 

edukasi masyarakat, serta keterlibatan aktif aparat desa dan tokoh masyarakat dalam memberikan 

pengawasan. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan praktik perkawinan anak di Desa Mekar Sari 

dapat ditekan secara signifikan. 

 

SARAN 

Untuk Orang Tua, meningkatkan pemahaman mengenai risiko perkawinan anak melalui 

sosialisasi dan diskusi keluarga. Berperan aktif dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada anak 

agar terhindar dari keputusan yang merugikan masa depan mereka. 

Untuk KUA, meningkatkan peran edukatif dengan memberikan sosialisasi berkala tentang 

batas usia perkawinan dan dampak perkawinan anak. Memperketat prosedur dispensasi kawin agar 

tidak dijadikan jalan pintas melegalkan perkawinan usia dini. 

Untuk Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, menginisiasi program pencegahan perkawinan 

anak berbasis komunitas melalui penyuluhan, forum diskusi, dan pendampingan keluarga rawan. 

Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan kesehatan untuk menekan angka stunting, 

perceraian, dan putus sekolah akibat perkawinan anak. 

Untuk Penelitian dan Pengabdian Selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih mendalam 

mengenai faktor budaya dan ekonomi yang mendorong praktik perkawinan anak, sehingga strategi 

pencegahan dapat lebih tepat sasaran. 
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